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I. UMUM 

 

Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah 

rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan 

Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan beragam. Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas: Sampah yang 

Mengandung B3, Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang 

Timbul Akibat Bencana, Puing Bongkaran Bangunan, Sampah yang 

Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau Sampah yang Timbul 

Secara Tidak Periodik. 

 Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan 

secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi 

timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara 

penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu 

metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara 

seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik, melainkan 

perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah 
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Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam 

pengelolaannya.   

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, Pengelolaan Sampah Spesifik juga didasarkan pada dua 

pendekatan utama yaitu: pengurangan yang mencakup pembatasan, 

pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, serta penanganan yang 

meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

dan pemrosesan akhir. Namun karena adanya perbedaan dari masing-

masing jenis Sampah Spesifik yang cukup signifikan, maka 

penyelenggaraan pengelolaan jenis Sampah Spesifik tersebut diatur dalam 

pasal dan ayat yang berlainan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, dalam setiap pengelolaan jenis Sampah 

Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan ataupun pembatasan, 

kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demikian pula 

untuk tahap pemanfaatan kembali dalam rangka mengurangi beban 

lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam juga didorong 

agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung B3 

dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara 

tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan 

untuk menjamin bahwa Sampah Spesifik terkelola dengan baik 

dari sumber Sampah sampai dengan pemrosesan akhir. 

 

 

www.peraturan.go.id



No. 6522 
-3- 

Pasal 4   

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah 

Spesifik” adalah upaya meminimalisasi   timbulan   Sampah   

yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk 

dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya 

kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh 

implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain:  

1.  penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di 

daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;   

2. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang 

mengandung B3; dan/atau  

3. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali 

pakai.  

 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah Spesifik” 

adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang 

berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih 

dahulu.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah 

Spesifik” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah 

sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda 

dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih 

bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih 

dahulu.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan 

mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan 

jenis.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan 
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mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber 

Sampah ke TPS atau TPS 3R.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan 

membawa Sampah dari sumber Sampah atau TPS menuju 

TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor 

atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut 

Sampah.  

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan 

mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah 

Sampah.  

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah 

kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah aktivitas 

yang ada di rumah tangga, antara lain aktivitas dapur, 

aktivitas kamar mandi dan toilet, aktivitas 

garasi/perbengkelan, aktivitas ruangan dalam rumah, 

aktivitas pertamanan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, 

pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, 

restoran, dan tempat hiburan.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 

industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah 

yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 

nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar 

budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis 

dan pengembangan teknologi tinggi. 

Huruf e 

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman 

dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama 

dan sejenisnya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah 

ibadah, panti asuhan dan panti sosial. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, 

terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan 

laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan 

umum, taman, jalan dan trotoar.  

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 

termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga 

pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, 

kawasan berikat dan pusat kegiatan olahraga. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Contoh produk rumah tangga yang mengandung B3 dan 

tidak digunakan lagi antara lain oli bekas, aki bekas, dan 

kain terkontaminasi B3. 

Huruf b 

Contoh bekas kemasan produk yang mengandung B3 

antara lain bekas kemasan insektisida dan pestisida, bekas 

kemasan fungisida, bekas kemasan disinfektan, dan bekas 

kemasan obat. 

Huruf c 

Yang   dimaksud   dengan “barang    elektronik   yang tidak 

digunakan lagi” adalah barang elektronik dan/atau 
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